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ABSTRAK

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh
nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak bertanggung jawab
menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan
ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran
hukum. Masalah yang diangkat adalah Apakah faktor penyebab terjadinya
penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayah perairan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Apakah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 secara efektivitas
mampu menekan jumlah penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang terjadi di
wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendekatan yang digunakan
dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Empiris, suatu penelitiandengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data
primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan,
sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Researchyaitu melihat
Efektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Wilayah
Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Faktor yang menjadi alasan nelayan
menggunakan Trawl Alat tangkap lkan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari sandang pangan, Pendidikan
dan kebutuhan ekonomi.Secara Efektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tidak memberikan efek maupun reaksi takutnya oknum nelayan terhadap
peraturan tersebut, sehingga Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 secara
Efektivitas belum mampu Menekan Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang
Dilarang yang Terjadi Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kata Kunci : Efektivitas, Undang-Undang

ABSTRACT
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Fisheries Crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to
the code of ethics of irresponsible fishing using prohibited fishing gear that
causes damage to the marine ecosystem. Fisheries Criminal Acts include
malpractice activities in the utilization of fishery resources which is a violation of
the law.The issue raised is whether the factors causing the use of prohibited fish
tools in the Tanjung Jabung Timur waters area, whether Article 85 of Law
Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 can
effectively suppress the number of prohibited use of fish tools occurred in the East
Tanjung Jabung waters.The approach used in writing this thesis is Juridical
Empirical, a study by combining legal materials (which are secondary data) with
primary data obtained from legal facts that occur in the field, while the approach
used is Socio-Legal Research which is to see Effectiveness of Article 85 of Law
Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004
concerning Fisheries in the Tanjung Jabung Timur Region.Factors that become
the reason for fishermen using Trawl of Fishing Equipment that is Prohibited in
the Tanjung Jabung Timur Water Region are starting from food and clothing,
education and economic needs.Effectively Article 85 of Law Number 45 of 2009
Concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 has no effect or reaction to
the fear of unscrupulous fishermen against the regulation, so Article 85 of Law
Number 45 of 2009 concerning Amendment to Law Number 31 of 2004 Effectively
has not been able to Suppress the Amount of Prohibited Fish Equipment Occurred
in the Eastern Tanjung Jabung Timur.

Keywords: Effectiveness, legislation
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BAB. I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu
pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-
perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah
perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan
inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping
itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga
wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas,
teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan
5,8 juta km2, kaya akan sumber daya laut dan ikan.'

Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke
dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi
dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam.
Keanekaragaman sumbe daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan
maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki
Indonesia luasnya sekitar 7000 km2 dan memiliki lebih dari 480 jenis
karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada

menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan

leoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2017, hal. 21
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yang tinggi, khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies
ikan.”

Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi
perikanan yang sangat tinggi bagi Indonesia. Produksi perikanan di
Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Sementara itu,
stok ikan semakin menipis. Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan
mangrove telah banyak yang mengalami kerusakan dan pencemaran telah
melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha
perikanan, Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali
walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas.’

Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara
bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya
eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta
penggunaan alat yang yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau
lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan
secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan
kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.*

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya
untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik

perikanan“Code of Conduct for Responsible Fisheries” (selanjutnya

2Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Graha
Ilmu, Yogyakarta, 2017,hal. 22

3Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 3

*Djoko Tribawono, Op. Cit. hal. 4
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disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan
dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin
meningkat.Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan
eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan
menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan
yang tak bertanggung jawab.’

Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan
Tindak Pidana Perikanan yang meliputi pemboman, pembiusan, dan
penggunaan alat tangkap 7rawl(pukat).Banyak nelayan menyalahgunakan
kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa
memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap
ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.® Kini
tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak
pidana mengenai perikanan. Contohtindak pidana perikanan adalah
penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis
perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Semua cara
yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk
nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan
khususnya terumbu karang.’

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang

dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak

3Ibid, hal. 8
®Ibid, hal. 9
"Ibid, hal. 10



bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang
mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan
termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.®

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana
diatur padaPasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2004berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki,
menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau
alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas,pelaku
penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan
pelanggaran hukum yang dapat diancam denganpidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.- (dua miliar
rupiah).

Selanjutnyaterdapat peraturanmenteri yang mengatur kelautan dan
perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentangjalur

penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah

81bid, hal. 11



Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai
dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur
dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan ~ Nomor
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat
Penangkapanlkan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia.



Kegiatanpenggunaan alat penangkapikan yang dilarang saat ini
menjadi persoalan serius, khususnya penggunaan alat penangkapikan
dilarang yang terjadi di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur. Wilayah perairan laut kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan
bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari
utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini
sangat potensial untuk berkembang.Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga
mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan
yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 191 Km yang membentang
dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan
perbatasan Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai potensi perikanan
tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.’

Berdasarkan produksi ikan menurut sub sektor Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil perikanan tangkap yang terdiri dari
perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton, perairan umum
mencapai 130,86 ton, serta hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton.
Dari berbagi jenis perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dengan
produksi terbesar untuk perairan laut terdapat di Kecamatan Mendahara,
Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan

Kecamatan Muara Sabak Timur. '

*https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diaksespada
tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19.40 wib

"https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diaksespada
tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19.40 wib
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Terjadinya Penggunaan alat penangkapikan yang dilarang di Wilayah
Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius,
dari pengamatan dan analisa penulis menyatakan “Saat ini Wilayah Perairan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kelautan dan perikanan yang
cukup potensial seperti wilayah perairan laut di Kecamatan Mendahara,
Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan
Kecamatan Muara Sabak Timur.'' Namun ada beberapa hal yang harus di
perhatikan oleh nelayan setempat dalam melakukan penangkapan ikan agar
tidak memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya
terumbu karang, salah satunya Penggunaan Alatpenangkaplkanyang
dilarang dan sering di gunakan nelayan setempat yaitu alat tangkap trawl.
pemakaian Alatpenangkaplkan berupa alat tangkap trawl oleh nelayan
merupakan kegiatan pelanggaran hukum sebagai mana diatur pada Pasal85
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan”.

Adanya penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah
Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi persoalan serius,
mengingat penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini nelayan setempat
lakukan merupakan kegiatan pelanggaran hukum karna dapat menjadi
pemicu terjadinyakerusakan ekosistem perairan dan terumbu karang

berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

"https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses pada
tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19.40 wib
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2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian
Hukum dan kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan
judul: Efektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis
memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinyapenggunaan alat tangkap ikan yang
dilarang di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

2. Apakah Pasal85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 secara
efektivitas mampu menekan jumlahpenggunaan alat tangkap ikan yang
dilarang terjadi di wilayah PerairanKabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisisfaktor penyebab terjadinya

penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayah perairan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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b. Untuk mengetahui dan menganalisisPasal85 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 secara efektivitas mampu menekan
jumlahpenggunaan alat tangkap ikan yang dilarang terjadi di
wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu
Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara praktisdapat memperluas wawasan penulis dalam bidang
kajian hukum mengenaiEfektivitas Pasal 85 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di WilayahHukum
KabupatenTanjung Jabung Timur.

c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di
harapkan sebagaibahan masukan(input) dalam rangka sumbangan
pemikiran(kontribusi) mengenai Efektivitas Pasal 85 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Wilayah
Hukum KabupatenTanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau

konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan
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masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran
terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti
memberikan batasan istilah sebagai berikut :
Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.'*Pengertian
efektivitas juga dikatakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat
keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas,
kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan
sebelumnya.Pengertian Efektivitas menurut para ahli :

a. Ravianto

Menurut Ravianto pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan
yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai
dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat
diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya,
maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

b. Gibson et.al

Menurut Gibson pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat
sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi.
Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan

(standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

"“Soerjono Soekanto,Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi , CV. Ramadja
Karya, Bandung, 2015, hal. 55
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c. Prasetyo Budi Saksono
Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian efektivitas adalah seberapa
besar tingkat kelekatan antara keluaran (output) yang dicapai dengan
keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (input) dalam suatu
perusahaan atau seseorang.

d. Sondang P. Siagian
Menurut Sondang, pengertian efektivitas adalah suatu pemanfaatan
sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya
telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan

yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan. '®

Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan.
Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek
tersebut yaitu Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan
berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu
yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara
efektif, Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan
tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui
tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanaannya. Suatu kegiatan dapat
dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program,

BIbid, hal. 56-58
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maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai, Yang dimaksud dengan kondisi
ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan
berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

PadaPasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaituSetiap orang yang dengan sengaja
memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap
ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
Perikanan

Perikanan berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan pe dan an
yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan
adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak
dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan
berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta
lingkungannya. Di Indonesia, menurut Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

“Moeljatno,Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi
Aksara,Jakarta, 2014, hal.201
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Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, kegiatan yang termasuk dalam
perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan
demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. "
Wilayah Hukum

Wilayah Hukum adalah tempat berlakunya sebuah undang-undang
yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin ius, iuris artinya
"hukum" dan dicere artinya "berbicara".'®
Kabupaten

Kabupaten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
daerah tingkat II yang dikepalai seorang bupati.'” Kabupaten merupakan
daerah tingkat II yang berdiri atas kesatuan masyarakat yang memiliki
hukum dan batas wilayah tertentu. Kesatuan masyarakat ini juga berhak,
berwenang, berkewajiban mengatur serta dan mengurus rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
pembentukan wilayahnya, kabupaten memiliki syarat-syarat yang harus
diperhatikan dengan baik.'®

Dapat dilihat dari segi, kemampuan ekonomi, Jumlah penduduk dari

daerah tersebut, Keamanan dan Pertahanan nasional, Penstabilan

""Machaeni Ria Siombo, Op. Cit., hal. 21

Michael Barama, Menuju Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya. Volume 22, Nomor 6, Juli,
2016, Jurnal Hukum Unsrat

Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, hal. 377

"®https://id. wikipedia.org/wiki/Kabupaten/diakses pada tanggal 19 Agustus 2020
pukul 20.40 wib
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https://jagad.id/pengertian-masyarakat-secara-umum-dan-para-ahli/
https://jagad.id/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten/diakses

politik serta Pembangunan dan kesatuan bangsa. Adapun dalah sejarahnya,
pembagian otonomi ini sedikit panjang dan berkaca pada tahun 1965. Pada
saat itu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1965, yang berbunyi mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, akan
tetapi setelah mengalami tinjau ulang, Undang-Undang tersebut tidak dapat
diberlakukan.

Namun kebijakan tersebut diganti dengan ketetapan MPRS Nomor
XI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi daerah. Adapun mengenai tata
letak kota maupun kabupaten, lebih kepada adat istiadat serta kultur yang
tertanam dalam wilayah setempat. Seperti halnya kabupaten yang mayoritas
warganya merupakan warga pedesaan, sedangkan kota adalah mayoritas
warganya serupa dengan orang modernis. Sehingga dua kultur yang berbeda
tersebut menimbulkan suatu bentuk wilayah baru yang diketahui dengan
nama kota. Jadi secara garis besar, antara kabupaten dan kota, lebih
memiliki sedikit perbedaan.

Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Timur merupakan suatu kabupaten yang mempunyai
luas wilayah 5.445 Km?. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung
Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan
20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung
Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota
Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung

Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan
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Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu
Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota
Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya,
Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak
dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota
Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan. "

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai
dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan memahami tentangEfektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan Di Wilayah Tanjung Jabung Timur.

Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola
berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung
permasalahanyang dianggap relevan oleh peneliti.Membahas permasalahan
dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah
menggunakan teoriEfektivitas Hukum (Legal Effectiveness),Penegakan
Hukum (Law Enforcement) danUpaya Pencegahan Pidana (Criminal

Prevention Efforts) sebagai berikut:

Efektivitas Hukum (Legal Effectiveness)

https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diaksespada
tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.05 wib
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Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep
Teori Efektivitas Hukum. Achmad Ali berpendapat bahwa “Efektivitas
adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya
suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu
perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang
itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud
sebagaimana yang dikehendaki”.*’

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat
dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan
dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas
dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif
apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila
tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian
tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau
kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad
Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana
efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur
“sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut

Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak

% Achamd Ali,Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta,
2014, hal. 98
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mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional
dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak
hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri
mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.”’

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah :

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sistematis.

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada
pertentangan.

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yang ada.**

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat
melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini
adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang
baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung

pada hal berikut :

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan
yang ada.

*'Ibid, hal. 102
2 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 64
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b.

Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan
kebijaksanaan.

Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas
kepada masyarakat.

Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-
batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan

prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.Sehubungan dengan sarana

dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana,

dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

o

™o a0

Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu
ditingkatkan lagi fungsinya.**

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung

dari kondisi masyarakat, yaitu:

a.

Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun
peraturan yang baik.

BIbid, hal. 66
Ibid, hal. 67
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b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan
walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat
berwibawa.

c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik,
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.”

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan
kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.
Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari
komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan
disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah
satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan
sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai
penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat
positif maupun negatif.Dorongan positif dapat muncul karena adanya
rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk
melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif
dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti
perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya

eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan

atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.®

Ibid, hal. 68
*®Ibid, hal. 70
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Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan
mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau punishment yang
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat
hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat
menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau
temporer.27

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita
yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum
tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim,
jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor
sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu
kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika
terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya
dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki
perilaku hukum”.®

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan
hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan

proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak

ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja

7 Ibid, hal. 71
2Ibid, hal. 72
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unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu
ketentuan atau aturan hukum.*
Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Penegakan hukum(Law Enforcement) menurut Soerjono Soekanto
Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti
dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.*

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti
pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di
Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian /aw
enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk
mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan
hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai
kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaanperundang-undangan dan
keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam
pergaulan hidup.*’

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “Hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,

29 .

1bid, hal. 73
30Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 59
*!Ibid, hal 57-58
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hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara
normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam
hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan
hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada
tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum
(Rechtssichherheit), kemanfaatan (Zweckmaasigkeit) dan keadilan
(Gereichtigkeiz‘).”32

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan  usaha
menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai,
mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada
sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum,
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan
hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari
penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas
penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi
pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

*Ibid, hal 59
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.™®

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor
tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh
yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.Menurut Purbacaraka
dan Soerjono Soekanto undang-undang dalam arti material adalah peraturan
tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah
yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa
asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai
dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

Undang-Undang tidak berlaku surut;

Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;

Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-

Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-
Undang yang berlaku terdahulu;

f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;

g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun
pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).*

ac o

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-

Undang mungkin disebabkan, karena :

3Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8
*Ibid, hal. 43-44
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a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk
menerapkan Undang-Undang,

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam wundang-undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.””

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan
atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.
Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan
putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi
juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya,
sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan
dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;

3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;

4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan
secara khusus.

5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan
peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak
hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

3Ibid, hal. 45
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c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan
pasangan konservatisme.*°

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri
dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan
baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-
hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa
siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada
saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan
dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan
dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin
mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang
sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada
dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat
dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada
nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari
dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan
pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil

atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.*

*®Ibid, hal. 46
*Ibid, hal.50-52
25



3. Upaya Pencegahan Pidana (Criminal Prevention Efforts)

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah
kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau
strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulagi/mencegah
kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi
rasa keadilan dan daya guna.38

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau
menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana,
yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang.>’

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu
sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa
sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat
diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana
merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian

dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

**Barda Nawawi Arief, Op. Cit.,hal.41
% Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2016, hal.113
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Menurut Sudarto, untuk melakukan tindakan prevensi diartikan secara
luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah
pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparatur eksekusi
pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini
masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya
untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada
umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung
mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah
kepolisian.*°

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya pencegahankejahatan
dapat ditempuh dengan:

Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on
crime and punisment/mass media).”""

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar

dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur
non penal (bukan/diluar hukum pidana).*?

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran

“Ibid, hal. 114

*I Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta,
2015, hal.17

“Ibid, hal. 18
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utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung
dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.
Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan
secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku,
logis dan sistematis, yaitu:
Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, suatu
penelitian menggambarkansecara rinci, sistematis dan menyeluruh
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan,
(deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi
lainnya.*® Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang
jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaituEfektivitas Pasal 85
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Wilayah Hukum
KabupatenTanjung Jabung Timur.
Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis

Empiris, suatu penelitiandengan cara memadukan bahan-bahan hukum

43SoerjonoSoekamto, PengantarPenelitianHukum, Ul Press, Jakarta, 2015, hal.10
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(yang merupakan data sekunder)™* dengan data primer yang diperoleh
terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan
yang digunakan adalah Socio-Legal Research®yaitu melihat Efektivitas
Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Wilayah
Hukum KabupatenTanjung Jabung Timur.
3. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan

untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan

Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pembahasan materi tesis ini.*®

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada
hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.*’

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan

menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.*®

*“Ppeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 24
*Ibid, hal. 25
4GSoerjonoSoekanto, Op. Cit., hal.31
*“’Ibid, hal. 32
*Ibid, hal. 33
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b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka
dilakukan penelitian lapangan dengan metode observasi maupun studi
dokumen penelitian, Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah
untuk melihat fakta-fakta terjadinyaPenggunaan Alat Ikan Yang
Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cara
yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan
data tentangEfektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Di Wilayah Hukum KabupatenTanjung Jabung
Timur dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan
Tesis ini.

4. Tehnik Pengambilan Sampel
Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling,

yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih

dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang

berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan

dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti

dijadikan sampel yaitu:

a. Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur.

b. Sub Sektor Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur.

¢. Oknum nelayanyangmenggunakan alat tangkap ikanyang dilarang
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(2 orang ).
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik

pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi
Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek
penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.
Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data
historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan
telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi
Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan
informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.
Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau
sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari
wawancara merupakan data yang utama guna menjawab pemasalahan
penelitian.

6. Analisa Data
Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder

yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian
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tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif.*” Data kualitatif yang
didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-
peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang
obyek yang diteliti yaitu Efektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan Di Wilayah Hukum KabupatenTanjung Jabung
Timur.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam
5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub
bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa
persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang
Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan
Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub
bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika
Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai
pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Bab Keduadisajikan Tinjauan Umum Tentang

Penegakan Hukum Terdiri dari sub bab yaitu, pengertian penegakan hukum,

*Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 29
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aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Kemudian Bab Ketigadisajikan tinjauan umum tentang tindak
pidana perikanan yang terdiri dari sub-sub bab yaitupengertian tindak
pidanaperikanan, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana perikanan,
tindak pidana perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pada Bab Keempat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait
denganEfektivitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Di Wilayah Hukum KabupatenTanjung Jabung Timur antara lain
yaitufaktor melatar belakangi Penggunaan Alat Ikan Yang Dilarang Di
Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pasal 85 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara efektivitas sudahkah menekan jumlah
Penggunaan Alat Ikan Yang Dilarang yang terjadi Di Wilayah Perairan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa

Kesimpulan dan beberapa Saran.
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BAB. 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya
secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang
dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”,
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machtsstaat)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar
tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan
masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini
adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddigie, “Penegakan hukum adalah proses

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

** Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan
Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.15
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secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.”'

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre
menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan
moral (etika dalam arti sempit).Gangguan terhadap penegakan hukum
mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah
dalam pola perilaku.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement
begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan
penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu
dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai
kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau
keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di
dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau

dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.”

Jimly Asshiddiqie,Penguatan  Sistem Pemerintahan Dan Peradilan,Sinar
Grafika,Jakarta, 2015, hal.22

“Ibid, hal.24

> Romli Atmasasmita,Op. Cit., hal.18
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Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya
itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja
yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.>*

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu
dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna
yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula
nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal
maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam
arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan
yang formal dan tertulis saja.”

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan
penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti

materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan

**Ibid, hal.18
>Ibid, hal.19
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hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh
aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh
undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. >

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan,
yaitu : kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit)
dan keadilan (gerechtigkeit).”’

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.®

Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi

penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu,

*Ibid, hal 20

*’Edi Setiadi dan Kristian,Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan
Hukum Di Indonesia,Kencana, Jakarta, 2017, hal.42

*Ibid, hal.43
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dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir
pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-
pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan
kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya
pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga
elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum
beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme
kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,
termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang
mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi
hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun
hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang
serius bagi bangsa Indonesia.®

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi
kewajiban koletif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan
ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan
tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu
seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut

secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum,

*Ibid, hal .45
7pid, hal.60
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yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yag berbeda-beda akan
tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan
bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana
penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum
yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para
pelanggar hukum yang diajukn polisi serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara
kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi
penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan
tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan
kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran,
keadilan yang dilandasi penghormtan manusia atsa manusia.

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari
pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas
kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan

politik (legislatif).’

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan

karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi

% Ibid, hal.62
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hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula
diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang
serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan
masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah
mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari
manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi
pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi
pada Undang-Undang saja;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menrapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.®

Dari kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut
saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari
penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas
penegakan hukum.®® Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan

dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil

dari kehidupan masyarakat Indonesia.

62Soerjono Soekanto,Op. Cit., hal.42
®Ibid, hal.43
*Ibid, hal. 44
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1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam

arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat

oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya

Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah

agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-

asas tersebut antara lain :

/e e o

Undang-Undang tidak berlaku surut;

Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-
Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-
Undang yang berlaku terdahulu;

Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;

g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun
pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).*

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-

Undang mungkin disebabkan, karena :

a.
b.

Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan
untuk menerapkan Undang-Undang,

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.

2. Penegak Hukum

1bid, hal.202
bid, hal. 203
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Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan

aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau

membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan

mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada

diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut

pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana

penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1.

Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya,

sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-

undangan dengan perkembangan-perkembangan di  dalam

masyrakat;

Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;

Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan

secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan

peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak

hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
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e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan
pasangan konservatisme.®’

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri

dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

a.

Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan
baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka
terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba
manfaatnya;

Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai
kekurangan yang ada pada saat itu;

Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan
dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut
berkaitan dengan dirinya;

Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin
mengenai pendiriannya;

Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya
merupakan suatu urutan;

Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya
bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib
(yang buruk);

Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun
kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;

Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas
dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.®®

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

%7Edi Setiadi dan Kristian,Op. Cit., hal.154
% Ibid, hal.156
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trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang
sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau
fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan
peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya
untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran,
sebagai berikut:

Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;

Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

Yang kurang-ditambah;

Yang macet-dilancarkan;

Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.®

°o e o

. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan
hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang
besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya
dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah
satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa

dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut

% Jimly Asshiddigie, Op. Cit.,hal.89
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pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai sturktur

0
maupun proscs. !

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari
suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai
hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti
misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyrakat rata-rata
mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat
menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah
polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau
merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-
hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota
polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi
berbagai masalah.”’

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan
segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian
memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat
mempunyai persepsi bahwa setiap anggotan polisi dapat menyelesaikan
gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil
yang sebaik-baiknya.”*Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga
sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya,

"Ibid, hal.90
"Ibid, hal.91
"Ibid, hal.92
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semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin
sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum
merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa
hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor
yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.”

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu
berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran
akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada
atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar
mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. I

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum
setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Pemenuhan(Compliance)
Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai
pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan
penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan
hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identifikasi (Identification)
Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan
seseorang menjadi rusak.

c. Internalisasi (Internalization)

"Ibid, hal.93
"Ibid, hal.94
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Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan
itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.”

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih
sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada
hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi
yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada
bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun
indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat
yakni :

a. Pengetahuan hukum
Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan
peraturan-peraturan hukum (law awareness). Mustahil masyarakat bisa
memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran
hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan)
jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum
Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat
mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat
bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap
Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat

dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat

> Romli Atmasasmita,Op. Cit., hal.118
47



akan mendukung dengan menunjukan sikap positif ataukah mayarakat
akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan
hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa

paham masyarakat akan hukum.

Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa
pola perilaku hukum (legal behavior) yang ditunjukan. Inilah bentuk
evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan pengetahuan,

pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.”®

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas

mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

1.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut,
lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua
keadaan ekstrin yang harus diserasikan.’’Pasangan nilai yang berperan

dalam hukum, adalah sebagai berikut :

76 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal.178
"'Ibid, hal.179
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a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.”®

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan
atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat
empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya
pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada
masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah
pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya

administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Polisi sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,
aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu,
dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir
pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-
pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan
kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya

pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.”

*Ibid, hal. 180
"Edi Setiadi Dan Kristian,Op. Cit., hal.58
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Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga
elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum
beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme
kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,
termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang
mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi
hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun
hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang
serius bagi bangsa Indonesia.*

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi
kewajiban koletif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan
ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan
tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu
seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut
secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum,
yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yag berbeda-beda akan
tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan
bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana

penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum

yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para

87pid, hal.60
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pelanggar hukum yang diajukn polisi serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara
kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi
penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan
tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan
kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran,
keadilan yang dilandasi penghormtan manusia atsa manusia.

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari
pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas
kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan

politik (legislatif).®'

Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan
karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi
hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula
diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang
serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan

masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah

8 1bid, hal.62
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mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari
manusia. ™

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi

pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi
pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menrapkan hukum,;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.®
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor
tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh
yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.
1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam

arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat

82Soerjono Soekanto,Op. Cit., hal.42
®Ibid, hal 43
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oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya

Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah

agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.**

Asas-asas tersebut antara lain :

e o o

Undang-Undang tidak berlaku surut;

Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-
Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-
Undang yang berlaku terdahulu;

Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;

g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun
pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).*

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-

Undang mungkin disebabkan, karena :

a.
b.

Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk
menerapkan Undang-Undang,

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan

aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau

*Edi Setiadi dan Kristian, Op. Cit., hal.202
¥ Ibid, hal.203
%Ibid, hal. 203
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membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan

mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada

diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut

pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana

penilaian pribadi juga memegang peranan.

87

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1)

2)

3)

4)

5)

Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya,

sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-

undangan dengan perkembangan-perkembangan di  dalam

masyrakat;

Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;

Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan

secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan

peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak

hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

%7 Soerjono Soekanto,Op. Cit., hal.154
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e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan

pasangan konservatisme.**

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri

dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

a.

Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap
hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba
manfaatnya;

Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai
kekurangan yang ada pada saat itu;

Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan
dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut
berkaitan dengan dirinya;

Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin
mengenai pendiriannya;

Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya
merupakan suatu urutan;

Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya
bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib
(yang buruk);

Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan
diri sendiri dan pihak-pihak lain;

Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas

dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.®

81bid, hal. 155
¥Ibid hal.156
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas
tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang
sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau
fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan
peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.”

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan

pikiran, sebagai berikut:

Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;

Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

Yang kurang-ditambabh;

Yang macet-dilancarkan;

Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.”!

o a0 o

4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan
hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang

besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya

% Jimly Asshiddigie, Op. Cit.,hal.89
*'Ibid, hal.90
56



dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah
satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa
dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut
pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai sturktur

92
maupun proscs.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum
setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Pemenuhan (Compliance)
Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai
pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan
penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan
hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.
b. Identifikasi (Identification)
Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan
seseorang menjadi rusak.
c. Internalisasi (Internalization)
Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan
itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.”
Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih
sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada

hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi

Ibid, hal.91
% Romli Atmasasmita,Op. Cit., hal.118
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yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada

bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.’*Adapun

indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat

yakni :*°

a. Pengetahuan hukum
Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan
peraturan-peraturan hukum (law awareness). Mustahil masyarakat bisa
memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran
hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan)
jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum
Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat
mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat
bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap
Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat
dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat
akan mendukung dengan menunjukan sikap positif ataukah mayarakat
akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan
hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa
paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

*Ibid, hal.119
% Soerjono Soekanto,Op. Cit., hal.178
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Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa
pola perilaku hukum (legal behavior) yang ditunjukan. Inilah bentuk
evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan pengetahuan,

pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.”

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di

atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.
5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut,
lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua
keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan
dalam hukum, adalah sebagai berikut :

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.”’
Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan
atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat

empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya

pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada

*Ibid, hal.179
*"Ibid, hal.180
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masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah
pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya
administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.”®

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang
dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen
ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai
sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machtsstaat)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar
tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan
masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini
adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.”

Menurut Jimly Asshiddigie, “Penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara”.'Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre

%Ibid, hal.181

% Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal.15

1% Jimly Asshiddigie, Op. Cit., hal.22
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menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan
moral (etika dalam arti sempit).Gangguan terhadap penegakan hukum
mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah
dalam pola perilaku.'"'

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement
begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan
penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu
dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai
kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau
keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di
dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau
dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.'*

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya
itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya.'® Dalam memastikan tegaknya hukum
itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk

menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

' bid, hal.24
102 Romli Atmasasmita,Op. Cit., hal.17
% 7pid hal.18
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melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja
yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.'**

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu
dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna
yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula
nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal
maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam
arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan
yang formal dan tertulis saja.'”Dengan uraian di atas jelaslah kiranya
bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih
merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti
formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman
perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang
bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi
tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya
norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. '

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

"%1bid, hal.19
'%51bid, hal.20
%1bid, hal.21
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hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan,
yaitu : kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit)
dan keadilan (gerechtigkeir)."”’

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.'®*Aparatur penegak hukum
mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat
(orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum
yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi,
penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap
aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan
dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau
pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan

vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali

(resosialisasi) terpidana.'”’

197 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal.42
" Ibid, hal.43
"bid, hal.44
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Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga
elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum
beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme
kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,
termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang
mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi
hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun
hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang
serius bagi bangsa Indonesia.'"*

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi
kewajiban koletif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan
ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan
tertentu saja) antara lainAparatur Negara yang memang ditugaskan dan
diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia
hukum tersebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar
hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yag berbeda-beda
akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan
bermanfaat bagi semua manusia.''’ Polisi menjadi pengatur dan pelaksana

penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang

adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar

"75id hal.45
"rpid hal.46
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hukum yang diajukn polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.''

Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi
masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung
secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi
penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap
diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan
kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan
yang dilandasi penghormtan manusia atsa manusia.'"

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari
pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban
sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik
(legislatif).'*Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana
kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan
seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka
hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat
menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.'"

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi

pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor

"21bid, hal.47
"31bid, hal. 48
"1bid, hal.49
"S1pid hal.50
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hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-
Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup.''

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor
tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh
yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.''"Menurut Purbacaraka
dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat
maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut,
terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut
mempunyai dampak yang positif.''"®*Asas-asas tersebut antara lain Undang-
Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa
yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-
Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang

bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku

"°Edj Setiadi dan Kristian,Op. Cit., hal.42
"Ibid, hal 43
"81bid, hal.44
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belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu,
Undang-Undang tidak dapat diganggu guat, Undang-Undang merupakan
suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi
masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan
(inovasi).'"’

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-
Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya
Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat
dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-
kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di
dalam penafsiran serta penerapannya. '*’

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan
atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.
Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan

putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi

juga memegang peranan. '*!

"1bid, hal.45
1pid, hal. 47
2!1bid, hal. 48
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Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena
Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga
dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk
menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan
di dalam masyrakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-
undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang,
Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara
khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan
peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum,
Halangan-halangan tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk
menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas
untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat
proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif
yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. '

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri
dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan
baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-
hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa
siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada

saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan

122 Soerjono Soekanto,Op. Cit., hal.154
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dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan
dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin
mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang
sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada
dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat
dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada
nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari
dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan
pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil
atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.'*

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara
lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan
peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut,
sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru

betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-

231bid hal.156
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ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan
atau ditingkatkan.'**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas
(dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).'” Salah satu akibatnya
adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola
perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan
pencerminan dari hukum sebagai sturktur maupun proses. '*°

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari
suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai
hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti
misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyrakat rata-rata
mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat
menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah
polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau

merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-

hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota

124 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hal.89
P Ibid, hal.90
°Ibid, hal.91
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polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi
berbagai masalah.'*’

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan
segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian
memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat
mempunyai persepsi bahwa setiap anggotan polisi dapat menyelesaikan
gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil
yang sebaik-baiknya. '**

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat
mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan
semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin
rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar
untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum
merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa
hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor
yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.'*

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu

berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran

akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada

Y Ibid, hal.92
% 1bid, hal.93
Y 1bid, hal.94
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atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar
mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. 130
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum
setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Pemenuhan (Compliance)
Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai
pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan
penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan
hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.
b. ldentifikasi (/dentification)
Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan
seseorang menjadi rusak.
c. Internalisasi (Internalization)

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan

itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.'*'

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih
sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada
hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi
yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada

bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum."** Adapun

B01bid, hal.95
B Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal.118
Ibid, hal.119
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indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat

yakni :

1.

Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan
peraturan-peraturan hukum (law awareness). Mustahil masyarakat bisa
memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran
hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan)
jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat
mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat

bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat
dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat
akan mendukung dengan menunjukan sikap positif ataukah mayarakat
akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan
hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa
paham masyarakat akan hukum.

Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa

pola perilaku hukum (legal behavior) yang ditunjukan. Inilah bentuk
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evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan pengetahuan,
pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. '’

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas
mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.Kebudayaan (system) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-
nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang
mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai
yang berperan dalam hukum, adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, nilai kelanggengan
atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.'**

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan
atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat
empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya
pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada
masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah

pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya

administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Efektivitas Hukum

133 Soerjono Soekanto,Op. Cit., hal.178
"*Ibid, hal. 180
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Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep
Teori Efektivitas Hukum. Achmad Ali berpendapat tentang efektivitas
sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya
suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu
perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang
itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud
sebagaimana yang dikehendaki”.'*®

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat
dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan
dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat
dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai
tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka
proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam
melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi
instansi tersebut. '

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad

Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana

efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur

135 Achamd Ali,Op. Cit., hal. 98
B®Ibid, hal. 101
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“sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut
Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak
mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional
dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak
hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri
mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.'*’

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama

adalah :

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sistematis.

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada
pertentangan.

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yang ada.'*®

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja

hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat
melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini
adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang
baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung

pada hal berikut :

"TIbid, hal. 102
% Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 64
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Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan
yang ada.

Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan
kebijaksanaan.

Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas
kepada masyarakat.

Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-

batas yang tegas pada wewenangnya. >

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan

prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan

istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas

elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus

secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk

kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun

elemen-elemen tersebut adalah:

s

™o a0

Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan
lagi fungsinya.'*’

%1bid, hal. 66
1pid hal. 67
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Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung
dari kondisi masyarakat, yaitu:

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun
peraturan yang baik.

b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik,

petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.'*!

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan
kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.
Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari
komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan
disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah
satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan
sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai
penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat
positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif
yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang
bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena
adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan

sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya

"“Ubid, hal. 68
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semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar

warga masyarakat tunduk kepada hukum.

BAB. 111
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERIKANAN

Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara
yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis
normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam

peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah
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perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara
konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh
peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya
dilarang dengan ancaman pidana. Perikanan adalah kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. 142

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi
suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem
laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang
yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana
perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana
mengenai perikanan. Contohtindak pidana perikanan adalah penangkapan
ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal
serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.'*’

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2004, kegiatan yang termasuk dalamperikanan dimulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan.Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu
tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

"’Djoko Tribawono, Op. Cit., hal. 128
“Ibid, hal. 129
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang
tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai
tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.
Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus,
yaitu hakim Ad Hocyang terdiri atas dua hakim Ad Hocdan satu hakim
karier.

Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara In Absentia. Begitu
pula penahanan diatur secara khusus. Ada 17 Pasal yang mengatur rumusan
delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1)
mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman
pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum
Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Ayat (2) pasal itu
menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia
melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya,dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum
10 tahun penjara dan denda Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus
juta rupiah).

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal
perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan

perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama
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pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat
(3) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu Rp.2.000.000.000.00.- (dua
miliar rupiah).

Pasal 84 Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan
/atau  penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau
penanggug jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja
melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya
sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan
denda juga sama Ayat (3).

Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa,
dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai
dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai
dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu
dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya
maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber
daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10
tahun penjara dan denda maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar

rupiah). Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat
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membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan
dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam)
tahun penjara dan denda maksimum Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa
gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan
sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana
maksimum  enam  tahun  penjara dan  denda  maksimum
Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 Ayat (4)
mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang
dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya
ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama
dengan Ayat (3).

Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang
berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua
tahun penjara denda maksimum Rp.1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah).
Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan,
mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang
merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau
lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
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tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan
pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan
pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke
wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan
untuk konsumsi manusia sebgaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana
dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang
membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam
melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
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bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemerasan ikan, yang tidak memiliki STUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yng memiliki dan /atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan
Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoprasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang
terkait yang tidak memliliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal
perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak
mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan
ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penngkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan
dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di
ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin

penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam
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palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di
wilayah pengelolaan perikana Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin
berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penenlitian
perikanan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang tidak
memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96
dilakukan oleh koorporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan

terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga).
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Berdasar pasal pasal di atas penulis menilai bahwa ancaman sanksi
pidana yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 sudah sangat sesuai apabila di implementasikan
baik ancaman kurungan penjara nya dan pidana denda nya. Mengingat
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009tidak memberikan celah untuk seorang melakukan tindak pidana

perikanan.

Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak PidanaPerikanan

Indonesia sebagai negara kepulauan dimana 70 persen wilayahnya
adalah lautan tentu memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan
yang sangat besar. Potensi yang dimiliki itu sudah seharusnya diandalkan
untuk menopang perekonomian bangsa.lronisnya, selama ini potensi itu
tidak termanfaatkan dengan baik dan maksimal dan tidak memberikan
kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Bahkan, negara
cenderung dirugikan akibat berbagai praktek eksploitasi kelautan dan
perikanan yang tidak bertanggung jawab atau maraknya [llegal,
Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing."**

Saat ini illegal fishing(penangkapan ikan ilegal)di Indonesia masih
belum bisa seratus persen diatasi. Karena meskipun sudah ada undang-

undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi

144Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, Op. Cit., hal. 230
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yang melanggar, para pelaku illegal fishing (penangkapan ikan ilegal)masih
saja berkeliaran dan menjalankan aksinya di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Beberapa wilayah
perairan lautIndonesia telah mengalami gejala overfishing(tangkap lebih).
Selain itu, praktik//legal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang
terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh
kapal-kapal perikanan asing (KIA) telah menyebabkan kerugian baik dari
aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. 145

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya praktik pencurian
ikan, antara lain, terjadinya Overfishing(tangkap lebih) di negara-negara
tetangga, penegakan hukum yang lemah(termasuk keterlibatan para
penegak hukum itu sendiri), mekanisme izin dan peraturan yang tidak
transparan, serta kecilnya armada Indonesia yang mampu beroperasi ke laut
dalam. Meskipun di sejumlah wilayah (pantai utara Jawa, sebagian Selat
Malaka, pantai selatan Sulawesi, dan Selat Bali) telah mengalami kelebihan
tangkap, masih banyak wilayah laut Indonesia yang memiliki sumber daya
ikan cukup besar, seperti Natuna serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI) di Laut China Selatan, Laut Arafura, Laut Sulawesi, ZEEI di

Samudra Pasifik, ZEEI di Samudra Hindia, dan wilayah laut

perbatasan. '*°Berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia

Y1bid, hal. 231
Y81bid, hal. 232
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Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2009, tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan kejahatan
memiliki unsur dan jenis-jenis yaitu: 147

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik  Indonesia  melakukan  penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (1).

2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak
buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (2).

3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung
jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang
dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,
bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan

yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya

ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3).

*"Machaeni Ria Siombo, Op Cit, hal. 139
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4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan
pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha
pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,
alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
(Pasal 84 ayat (4).

5. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,
dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber
daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal
85).

6. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan perbuatan yang
mengakibatkanpencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya (Pasal 86 ayat (1), membudidayakan ikan yang
dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber
daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2),
membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya

ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3), menggunakan obat-
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10.

11.

obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber
daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)).

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,
mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat
merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,
dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan
tambahan makanan, bahan penolong,, dan/atau alat yang membahayakan
kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan
penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91).

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang
tidak memiliki SIUP (Pasal 92).

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas,
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) (Pasal 93 ayat (1).

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap

ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak
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12.

13.

14.

15.

memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (Pasal 93
ayat (2).

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang
tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
(Pasal 93 ayat (3).

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dalam pasal
27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (4).

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang
melakukan penangkapan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak
memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Pasal 94).

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), danSurat Izin
Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) palsu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 A (Pasal 94A).

Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai “Pelanggaran”

berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2004 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

adalah sebagai berikut:

1.

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan
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sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (1), yang karena kelalaiannya di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan
rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
(Pasal 87 ayat (2).

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang
tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan
pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
(Pasal 89).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau
pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah
Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk
konsumsi manusia (Pasal 90).

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal
perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95).
Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan
kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).

. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan
alat penangkapan ikan di dalam palka (Pasal 97 ayat (1)) yang telah
memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan

ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat
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penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2), yang telah memiliki izin
penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang
diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal
97 ayat (3).

. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan
berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) (Pasal 98).
Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin
dari pemerintah (Pasal 99).

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Pasal 100), yaitu setiap orang yang
melakukan dan/atau kegiatan perikanan wajib mematuhi ketentuan:

a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.

b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan

ikan.

c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.

d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
Sistem pemantauan kapal perikanan.

f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.

g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan
berbasis budidaya.

h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta
lingkungannya.

j- Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
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k. Suaka perikanan.
l.  Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan
dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan
n. Jenis ikan yang dilindungi.
Tindak Pidana Perikanan Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009
Didalam  pengaturannya  Illegal  fishing(penangkapan  ikan
ilegal)sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang secara harfiah dapat
diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan
yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak
dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang
tersedia.
Dengan kata lain illegal fishing(penangkapan ikan ilegal)yaitu
kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:'*®
1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang
menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban
internasional.

3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang

menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi

148Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, Op. Cit., hal. 255
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beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan
yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum

internasional yang berlaku.'*’

Kegiatan tindak pidana dalam bidang perikanan yang paling sering
terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalahtindakan
pencurian oleh kapalkapal ikan asing mulai dari perairan ZEE Indonesia
hingga masuk ke perairan kepulauan serta melakukan penangkapan ikan
dengan menggunakan alat tangkap terlarang.

Tindak pidana perikanan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 jo. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan. Adapun tindak pidana di bidang perikanan yangdiatur di dalam
Undang Undang tersebut hanya terdiri atas 2 (dua) macam delik, yaitu delik
kejahatan (Misdrijven) dan delik pelanggaran (Overtredingen). Disebut
delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan
hukum, sedangkan delik pelanggaran dikarenakan perbuatan yang tidak
mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.'”
Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu

kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili

pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim Ad Hoc yang

“Ibid, hal. 256
**Djoko Tribawono, Op. Cit., hal. 192
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terdiri atas dua hakim Ad Hoc dan satu hakim karier. Terdapat 17 Pasal
yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal
100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa
izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda
maksimum Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Ayat
(2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,dengan ancaman pidana yang
lebih  berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda
Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah).'>!

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal
perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan
perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama
pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat
(3) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu Rp.2.000.000.000.00.- (dua
miliar rupiah).

Pasal 84 Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan
/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau

penanggug jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja

YUpbid hal. 193
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melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya
sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan
denda juga sama Ayat (3).

Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa,
dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai
dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai
dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu
dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya
maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber
daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10
tahun penjara dan denda maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar
rupiah). Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan
dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum
6(enam)tahun penjara dan denda maksimum Rp.1.500.000.000.00.- (satu
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa
gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan

sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana
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maksimum  enam  tahun  penjara dan  denda  maksimum
Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 Ayat (4)
mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang
dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya
ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama
dengan Ayat (3).

Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang
berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua
tahun penjara denda maksimum Rp.1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah).
Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan,
mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang
merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau
lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan
pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
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Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan
pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke
wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan
untuk konsumsi manusia sebgaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana
dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang
membahayakan kesehatan manusia dan/atau  lingkungan dalam
melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yng memiliki dan /atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
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dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan
Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoprasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang
terkait yang tidak memliliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal
perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak
mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
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Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan
ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penngkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan
dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di
ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin
penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam
palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di
wilayah pengelolaan perikana Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin
berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penenlitian
perikanan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang tidak
memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96
dilakukan oleh koorporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana
diatur padaPasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2004yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai,
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber
daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas,pelaku
penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan
pelanggaran hukum yang dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar
rupiah).

Selanjutnya terdapat peraturanmenteri yang mengatur kelautan dan
perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentangjalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai
dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur
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dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan ~ Nomor
PER.O2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat
Penangkapanlkan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur
Penangkapan lkan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia.

BAB. IV
EFEKTIVITAS PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31
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TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Faktor Penyebab Terjadinya Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang
Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya untuk ikan-ikan
karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan“Code
of Conduct for Responsible Fisheries” (selanjutnya disingkat CCRF). Hal
ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar
untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan
tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap
ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara
yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tak bertanggung
jawab. ">

Umumnya Cara yang digunakan oleh nelayan ialah meliputi
pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap Trawl(Pukat). Semua
cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan
untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan
khususnya terumbu karang.'”Alat penangkapan ikan Trawl merupakan
salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan

karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan

'>2Marhaeni Ria Siombo, Op Cit, hal. 8
"*Ibid, hal. 9
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sumberdaya ikan dan lingkungannya. Adapun Dasar hukum pelarangan
penggunaan alat penangkapan ikan jaring Trawl yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :
71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan
Alat Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia.'>*

Selanjutnya terdapat alat penangkapan ikan jarring Trawl dibedakan
atas beberapa macam antara lain :

1. Pukat Hela Dasar (Bottom trawls)
a. Pukat hela dasar berpapan (Beam trawls)
b. Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls)
c. Pukat hela dasar dua kapal (Pair trawls)
d. Nephrops trawl (Nephrops trawls)
e. Pukat hela dasar udang (Shrimp trawls)
2. Pukat Hela Pertengahan (Miwwater trawls)
a. Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls)
b. Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls)
155

c. Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls).

Kegiatan Penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang saat ini menjadi

persoalan serius, khususnya Penggunaan alat tangkap ikan dilarang yang

Y Ibid, hal. 10
3 1bid, hal. 11
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terjadi Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wilayah
perairan laut kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari alur
pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan
atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial
untuk berkembang.Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai
potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup
besar, dengan panjang garis pantai 191 KM yang membentang dari
perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan
perbatasan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai potensi perikanan
tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.'*®

Berdasarkan produksi ikan menurut sub sektor Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil perikanan tangkap yang terdiri dari
perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton, perairan umum
mencapai 130,86 ton, serta hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton.
Dari berbagi jenis perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dengan
produksi terbesar untuk perairan laut terdapat di Kecamatan Mendahara,
Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan
Kecamatan Muara Sabak Timur."”’

Terjadinya Penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang Di Wilayah
Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan

serius.Dari data yang di peroleh penulis melalui Satuan Polisi Perairan (Sat

https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diaksespada
tanggal 16 Juli 2020/ 20.05 wib

"https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diaksespada
tanggal 16 Juli 2020/ 20.05 wib
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Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur bahwa “Dalam kurun
waktu 3 tahun terakhir 2017 sampai tahun 2019 Satuan Polisi Perairan (Sat
Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timurtelah menangkap 37
Nelayan yang tertangkap tangan mengunakan Alat tangkap Ikan Yang
Dilarang seperti di wilayah perairan laut Kecamatan Mendahara, Kecamatan
Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan
Muara Sabak Timur”.

Dari penangkapan nelayan yang tertangkap tangan menggunakan Alat
tangkap lkan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung
Jabung Timurdalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di
atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I
Penangkapan Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat

Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2017-2019

No. TAHUN Oknum Nelayan
1. 2017 9
2. 2018 12
3. 2019 16
JUMLAH 37

Sumber Data:Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian
Resor Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2017
terdapat 9Nelayan Yang Tertangkap TanganMenggunakan Alat Tangkap
Ikan Yang Dilarang oleh aparat penegak hukum yaituSatuan Polisi Perairan
(Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya pada

tahun 2018 terdapat 12 Nelayan Yang Tertangkap TanganMengunakan Alat
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Tangkap Ikan Yang Dilarang oleh aparat penegak hukum yaituSatuan Polisi
Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur,dan pada
tahun 2019 terdapat 16 Nelayan Yang Tertangkap TanganMengunakan Alat
Tangkap Ikan Yang Dilarang oleh aparat penegak hukum yaituSatuan Polisi
Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur,Maka dalam
kurun waktu 3 tahun terakhir Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian
Resor Tanjung Jabung Timur telah menangkap 37 NelayanMenggunakan
Alat Tangkap Ikan Yang DilarangDi Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Menurut Kasat Polair Polres Tanjung Jabung TimurBapak
Sudar,Mengatakan” Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini
memiliki kelautan dan perikanan yang cukup potensial, tetapi ada beberapa
hal yang harus di perhatikan oleh nelayan setempat dalam melakukan
penangkapan ikan agar tidak memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem
perairan khususnya terumbu karang, salah satunya Penggunaan Alat tangkap
Ikanyang dilarang dan sering di gunakan nelayan setempat yaitu alat
tangkap Trawl."®

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan nelayan mengunakanTrawl
Alat tangkap Ikan Yang DilarangDi Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung

Jabung Timuryaitu mulai dari sandang pangan, Pendidikan dan kebutuhan

ekonomi”.Adapun faktor yang dimaksud dengan sandang pangan dan

""Wawancara BapakSudar,Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada
Tanggal 16 Juli 2020 Pukul 11.15 Wib.
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kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskanKasat Polair Polres Tanjung

Jabung Timur Inspektur Polisi Satu (Iptu) Sudar,ialah sebagai berikut 159

1. Faktor Sandang Pangan Dan Ekonomi
Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan
alasan bagi oknum nelayan melakukan perbuatan melawan hukum
seperti menggunakan Trawl Alat tangkap Ikan Yang Dilarang dan
membenarkan tindakannya tersebut ialah faktor ekonomi.Penulis
berpendapat faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang
peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia
memiliki kebutuhan (Sandang, Pangan, Papan) yang harus dipenuhi
setiap hari. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus
kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian
oknum nelayan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk
melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan aksi
menagkap ikan menggunakan TrawlAlat tangkap Ikan Yang
Dilarangagar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan

akibat-akibatnya.

2. Faktor Pendidikan
Jika di perhatikan kembali faktor yang melatarbelakangi nelayan

melakukan aksi menangkap ikan menggunakan TrawlAlat tangkap Ikan

*Wawancara BapakSudar, Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada

Tanggal 16 Juli 2020 Pukul 11.15 Wib
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Yang Dilarangselain faktor sandang pangan dan kebutuhan ekonomi,
terdapat faktor pendidikan yang mendorong oknum nelayan tersebut
menggunakan 7rawlAlat tangkap lkan Yang Dilarang. Hubungan
antara tindakan dengan faktor pendidikan memang saling keterkaitan,
apabila nelayan kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan
moral dan kesadaran hukum, maka nelayan tidak tahukonsekuensi dari
perbuatannya merupakan suatu tindakan yang merugikan serta merusak
ekosistem kehidupan laut, sehingga dibutuhkan pendidikan dan
pemahaman agar oknum nelayan tersebut mengetahui dampak dan
akibatnya.'®

Selanjutnya menurut Bapak Kahar Muzakardan Bapak Hendra
IrfandisebagaiOknum nelayanyang tertangkap tanganmenggunakan alat
tangkap ikanyang dilarangMenjelaskan” Kami tidak mengetahui bahwa
menangkap ikan dengan Alat tangkap Ikan 7Trawl merupakan perbuatan
melawan hukum yang dapat di kenakan sanksi pidana, tetapi kami
mengetahui bahwa dampak menggunakan Alat tangkap lkan Trawl dapat
merugikan serta merusak ekosistem kehidupan bawah laut. Namun sandang
pangan dan kebutuhan ekonomi yang membuat kami tetap melakukan
aktvitas menangkap ikan menggunakan Trawl tersebut, perbandingan hasil

melaut antara menggunakan Trawl dengan tidak menggunakan Trawl

memang jauh berbeda dari segi pendapatan. dalam menggunakan Trawl

"*Wawancara BapakInspektur Polisi Satu (IPTU) Sudar,Kasat Polair Polres

Tanjung Jabung Timur. Pada Tanggal 16 Juli 2020 Pukul 11.15 Wib
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hasil tangkapan ikan memang sangat memuaskan apabila di kalkulasikan
uang sekali melaut bisa mendapat Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah)
sampai Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah), sedangkan menangkap ikan
tanpa menggunakan Trawl hasil tangkapan ikan tidak sesuai harapan apabila
di kalkulasikan uang sekali melaut hanya mendapat Rp.500.000,00.- (lima
ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah).'®’

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi
pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor
hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-
Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup.'®

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari

pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor

'“'Wawancara Bapak Kahar Muzakar Dan Bapak Hendra Irfandi Sebagai Oknum
Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang. Pada
Tanggal 16 Juli2020 Pukul 14.15 Wib

'’ Edj Setiadi Dan Kristian,Op cit, hal.42
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tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh
yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.'®

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam
arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh
Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-
Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar
Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.'®*

Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut,
Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus
menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya
sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-
Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat,
Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan
spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian
ataupun pembaharuan (Inovasi).'®

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-
Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya
Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat

dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-

kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di

13 1bid, hal.43
41bid, hal.44
'1bid, Hal.45
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dalam penafsiran serta penerapannya.'°’Pembahasan mengenai penegak
hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana
dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang
tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang
peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena tidak
ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat
mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan untuk menyesuaikan
perundang-undangan  dengan  perkembangan-perkembangan  didalam
masyarakat, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, adanya
kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus dan ada
beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang
seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum.'®’

Halangan-halangan penerapan peranan sasaran atau penegak hukum
yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan
pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum
tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,
sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum ada kemampuan untuk

menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material

1%61bid, hal. 46
7 Ibid, hal. 47
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dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan

konservatisme. 1%

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Secara Efektivitas
Mampukah Menekan Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang
Dilarang Terjadi Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang
dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak
bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang
mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan
termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.'®’

Tindak pidana di bidang perikanan yangdiatur di dalam Undang
UndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tersebut
hanya terdiri atas 2 (dua) macam delik, yaitu delik Kejahatan (Misdrijven)
dan delik Pelanggaran (Overtredingen). Disebut delik kejahatan karena
perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan
delik pelanggaran dikarenakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau

keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

"*Ibid, hal. 48
'“Marhaeni Ria Siombo, Op. Cit., hal. 10
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Secara yuridis terdapat 17 Pasal yang mengatur rumusan delik
perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1)
mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman
pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum
Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Ayat (2) pasal itu
menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia
melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya,dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum
10 tahun penjara dan denda Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus
juta rupiah).

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal
perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan
perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama
pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat
(3) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu Rp.2.000.000.000.00.- (dua
miliar rupiah).

Pasal 84 Ayat (4) Pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan
/atau  penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau
penanggug jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja

melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
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Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya
sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan
denda juga sama Ayat (3).

Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa,
dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai
dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai
dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu
dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya
maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber
daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10
tahun penjara dan denda maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar
rupiah). Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan
dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam)
tahun penjara dan denda maksimum Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa
gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan
sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana

maksimum  enam  tahun  penjara dan denda  maksimum
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Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 Ayat (4)
mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang
dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya
ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama
dengan Ayat (3).

Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang
berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua
tahun penjara denda maksimum Rp.1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah).
Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan,
mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang
merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau
lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan
pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
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Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan
pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke
wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan
untuk konsumsi manusia sebgaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana
dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang
membahayakan kesehatan manusia dan/atau  lingkungan dalam
melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yng memiliki dan /atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
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dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan
Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoprasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang
terkait yang tidak memliliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal
perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak
mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
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Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan
ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penngkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan
dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di
ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin
penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam
palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di
wilayah pengelolaan perikana Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin
berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penenlitian
perikanan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang tidak
memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96
dilakukan oleh koorporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana
diatur padaPasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2004yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai,
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber
daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas,pelaku
penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan
pelanggaran hukum yang dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar
rupiah).

Selanjutnya terdapat peraturanmenteri yang mengatur kelautan dan
perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentangjalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai
dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur
penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur
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dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan =~ Nomor

PER.O2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat

Penangkapanlkan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur

Penangkapan lkan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu

Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia.

Mengenai penegakan hukumnya dilakukan oleh Kepolisian Perairan
berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari
2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002
tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
(POLDA), dipaparkan bahwa:

a. Direktorat Kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda
yang berada di bawah Kapolda.

b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi
Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan
pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laka laut, pembinaan
masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam

lingkungan Polda.
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c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan
menyelenggarakan fungsi Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam
lingkungan Polda, Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan
fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan
Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan
masyarakat pantai; Menyelenggarakan bantuan pencarian dan

penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Tugas Pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan
Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka Melayani,
Melindungi, Mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban
Masyarakat dan menjaga Wilayah Perairan Indonesia. Maraknya
penggunaan alat ikan yang dilarang di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur kini menjadi persoalan serius, mengingat penggunaan alat
tangkap ikan yang saat ini nelayan setempat lakukan merupakan kegiatan
pelanggaran hukum karna dapat menjadi pemicu terjadinyakerusakan
ekosistem perairan dan terumbu karang berdasarkan Pasal 85 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Mengenai peraturan dan sanksi pidana sebagaimana di ketahui dalam
undang undang serta pasal yang telah di uraikan tersebut memang secara
yuridis peraturan perundang undangan yang diterapkan sudah sangat baik

karna telah mengatur segala aspek tindakan dan konsekuensi dari jenis
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perbuatan  pelanggaran(Overtredingen) atau  kejahatan(Misdrijven)
Tentang Perikanan khususnya Penggunaan Alat penangkaplkan Yang
Dilarang sebagaimanaPasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004.

Akan tetapi dalam konteksnya dilapangan sanksi pidana yang di
ancam dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2004 tampaknya tidak membuat oknum nelayan patuh dan
mentaati nya. Penulis berpendapat berdasarkansumber yang di peroleh
melalui wawancara aparat penegak hukum pada Point A, dari meningkatnya
angka penangkapan oknum nelayanMengunakan Alat Tangkap Ikan Yang
Dilarangdalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah mengalami peningkatan
bukan mengalami penurunan.

Maka menurut pendapat penulissecara EfektifitasPasal 85 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tidak
memberikan efek maupun reaksi takutnya oknum nelayan terhadap
peraturan tersebut, sehingga Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 secara Efektifitasbelum mampu Menekan
Jumlah Penggunaan Alat Tangkap lkan Yang Dilarang yang Terjadi Di

Wilayah Perairan Tanjung Jabung Timur.
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Selanjutnya mengingat reaksioknum nelayan yang tidak patuh

terhadap peraturan maupun sanksi tegas yang telah diatur dalam Pasal 85

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

maka aparat penegak hukum seharusnya juga melakukan upayapencegahan

yang bersifat Preventif dan Represif.Menurut Kasat Polair Polres Tanjung

Jabung Timur Bapak Sudar,mengatakan” memang kami selalu melakukan

upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represi

1.

170
£.17

Bersifat Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak Satuan Polisi Perairan
Polres Tanjung Jabung Timur melakukan patrol rutin untuk memantau
aktivitas nelayan, selainpatroli rutinSatuan Polisi Perairan Polres
Tanjung Jabung Timurjuga memberikan himbauan dan sosialisasi ke
nelayan  setempat bahwa  menangkap ikan  menggunakan
Trawlmerupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan
sanksi pidana.

Bersifat Represif.

Dalam melakukan upaya represif ini, pihakSatuan Polisi Perairan Polres
Tanjung Jabung Timur melakukan penegakan hukum bagi oknum
nelayan yang tertangkap tangan Mengunakan Alat Tangkap Ikan Yang

Dilarang.

"Wawancara BapakInspektur Polisi Satu (IPTU) Sudar,Kasat Polair Polres

Tanjung Jabung Timur. Pada Tanggal 16 Juli 2020 Pukul 11.15 Wib
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Achmad Ali berpendapat Efektivitas adalah suatu keadaan yang
mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang
dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud
tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau
menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.'”!

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat
dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan
dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas
dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif
apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila
tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian
tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau
kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad
Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana
efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur
“sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut

Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional

! Achmad Ali,Op Cit, hal. 98
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dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak
hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri
mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 172

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan
mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau punishment yang
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat
hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat
menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau
temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita
yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum
tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim,
jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor
sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.Menurut Soerjono Soekanto
efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai
tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang
positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun
merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.'”

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan
hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan
proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak

ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja

""Ibid, hal. 102
' Soerjono Soekanto, Op .Cit., hal. 72
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unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu
ketentuan atau aturan hukum.'”

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri
dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan
baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-
hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa
siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada
saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan
dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan
dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin
mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang
sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada
dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat
dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada
nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari
dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan
pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil

atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap

Y Ibid, hal. 73
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BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Faktor yang menjadi alasan nelayan mengunakan Trawl Alat tangkap
Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yaitu mulai dari sandang pangan, Pendidikan dan kebutuhan
ekonomi.
a. Faktor Sandang Pangan Dan Ekonomi
Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan
alasan bagi oknum nelayan melakukan perbuatan melawan hukum
seperti menggunakan Trawl Alat tangkap Ikan Yang Dilarang dan
membenarkan tindakannya tersebut ialah faktor ekonomi. Melihat
alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan
manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian oknum
nelayan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk
melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan aksi
menagkap ikan menggunakan Trawl Alat tangkap Ikan Yang
Dilarang agar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan

akibat-akibatnya.
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b. Faktor Pendidikan

Jika di perhatikan kembali faktor yang melatarbelakangi nelayan
melakukan aksi menangkap ikan menggunakan Trawl Alat tangkap
Ikan Yang Dilarang selain faktor sandang pangan dan kebutuhan
ekonomi, terdapat faktor pendidikan yang mendorong oknum
nelayan tersebut menggunakan Trawl Alat tangkap lkan Yang
Dilarang. Hubungan antara tindakan dengan faktor pendidikan
memang saling keterkaitan, apabila nelayan kurang mendapat
pendidikan khususnya pendidikan moral dan kesadaran hukum,
maka nelayan tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya merupakan
suatu tindakan yang merugikan serta merusak ekosistem kehidupan
laut, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar oknum
nelayan tersebut mengetahui dampak dan akibatnya.

2. Secara Efektivitas Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tidak memberikan efek maupun reaksi
takutnya oknum nelayan terhadap peraturan tersebut, sehingga Pasal 85
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2004 secara Efektifitas belum mampu Menekan Jumlah Penggunaan
Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang yang Terjadi Di Wilayah Perairan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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B.

Saran

1.

Perlunya perhatian pemerintah setempat terhadapkesejahtaraan sosial
nelayan, salah satunya dengan memberikan alat tangkap ikan yang tidak
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Seharusnya apabila
adanya larangan tentunya adanya solusi yang di berikan.

Hendaknya aparat penegak hukum selalu melakukan upaya pencegahan
yang bersifat Preventif dan Represif agar nelayan yang menggunakan
Alat tangkap Ikan Yang Dilarang bisa berkurang khususnya Di Wilayah

Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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